BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris dan biasa yang selanjutnya disebut UUJN. Pasal 1 ayat (1) UUJN 2014
Notaris didefinisikan sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.*

Profesi yang berperan sangat aktif untuk mendukung proses penegakan
hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Notaris. Berkenaan
dengan keberadaan Notaris di Indonesia yang memuat di dalam pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang. selanjutnya disebut KUH-Perdata yang
berbunyi sebagai berikut : “Suatu akta autentik adalah.suatu akta yang dalam
bentuknya ditentukan Undang-Undang yang dibuat.oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk-ditempat dimana akta dibuatnya”.

Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat
hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban utama membuat akta-
akta autentik pendapat R. Soegondo Notodisoerjo.? Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014

menyebutkan bahwa:

! Selain Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah pejabat lelang,
pegawai pencatatan sipil burgerlijke stand, juru sita deurwaarder, hakim, panitera pengadilan dan
lain sebagainya. (R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya
Paramita, him. 77).

2 R. Soegondo Notodisoerjono, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993, him. 8.



“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang”.

Surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa
membuatnya disebut akta autentik, memberikan bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari pada
yaitu mengenai segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang
tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut
kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan
pokok dalam akta. Akta autentik memiliki kekuatan bukti formil, materiil, dan
mengikat.® Profesi Notaris lahir ditengah-tengah masyarakat karena masyarakat
membutuhkan jasanya kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat.*

Notaris menjalankan tugas dan. jabatannya wajib berpedoman secara
normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan. segala tindakan yang akan
diambil untuk kemudian dituangkan; kedalam. akta.®> Profesi Notaris memiliki
kewajiban untuk-mempedomani UUJN dan peraturan lain yang berkaitan dengan
pembuatan akta, serta Kode Etik Notaris. Pengertian terkait Kode Etik dijelaskan
juga dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa lkatan Notaris
Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2015, yang

berbunyi :

3 Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ""Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek”, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 67.

4 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Di Masa
Mendatang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), him. 40

5 Soesanto, R., Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1982), him. 56.



“Kode Etik Notais dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Kode Etik
adalah Kaidah Moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan
Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan d\oleh dan
diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal
itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua
anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan
sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Para Pejabat Sementara Notaris,
Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan.”

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh
Notaris telah sesuai’ dengan aturan hukum yang. berlaku ‘berikut Kode Etik,
sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari, akta Notaris dapat menjadi
Pedoman bagi para pihak yang memiliki kepentingan dengan akta itu. Seorang
Notaris menjalankan jabatannya harus bisa bersikap professional dengan dilandasi
kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan Undang-Undang dan
menjujung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris, yang berdasarkan
pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN 2014, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak
jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum. Dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan
minuta akta sebagian bagian dari-protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga
keontetikan suatu-akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga
apabila ada notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui
protokol notaris.®

Salah satu bentuk tanggung jawab Notaris adalah berkaitan dengan
Protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang

harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan

& Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. him. 117



perundang-undangan.’” Protokol Notaris terdapat dokumen-dokumen antara lain
minuta akta, sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum.
Oleh karena itu protokol Notaris harus tetap terpelihara dan dalam pengawasan
yang berwenang serta diharuskan oleh undang-undang.

Terkait Arsip Negara, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan menjelaskan bahwa :

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai--dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi ~yang dibuat dan diterima. oleh lembaga Negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.”

Selanjutnya dalam pasal 62 UUJN 2014 disebutkan bahwa:

" Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

Meninggal dunia;

Telah berakhir masa jabatannya;

Minta sendiri

Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan
tugas jabatan sebagai secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
Diangkat jadi pejabat Negara;

Pindah wilayah jabatan;

Diberhentikan sementara;

Diberhentikan tidak hormat."

2Pl 2

S —ho

Mengingat ruang-lingkup-tugas dan tanggungjawab Notaris sesuai dengan
ketentuan UUJN-sangat-luas, maka dipilih-Sebagai tanggungjawab Notaris yang
berkaitan dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan
arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.® Protokol Notaris
ini dengan asumsi bahwa Protokol Notaris yang merupakan arsip Negara yang
harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah
dan kuat dan apabila terjadi pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada

Notaris, dimana Notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris

7 Pasal 1 Angka 13 UUJN;
8 Andi Junianto, Notaris dan Protokol Notaris, Bandung: Eresco, 2007. him. 129



ataupun karena hal lainnya yang disebutkan di pasal 62 UUJN 2014, lalu pihak-
pihak tersebut ingin mancari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun
yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan akan dapat dengan mudah
dicari dan ditemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris tersebut yang
telah berpindah kepada Notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol
Notaris.

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini
dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam
menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai
Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan
jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN 2014 . Dalam
Pasal 8 ayat (1) UUJN 2014 disebutkan bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
a. Meninggal dunia;
b.  Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. Permintaan sendiri;
d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas
jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari-3(tiga) tahun;
e.  Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g”.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan
karena Notaris- yang-—telah -meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang
Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol
Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas
Daerah untuk selanjutnya disebut MPD melalui ahli warisnya untuk kemudian
disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk Notaris yang telah
berakhir masa jabatan tersebut harus menunjuk atau menyerahkan protokol
kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD sebagai pemegang Protokol. Keterangan

tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN 2014 yaitu “Dalam hal terjadi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris
dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis
Pengawas Daerah".

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris
merupakan salah satu arsip Negara menurut Pasal 1 angka 13 UUJN 2014.
Perubahan mengartikan protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen yang
merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan.protokol Notaris dalam
Pasal 63 ayat (5) UUJN 2014 berbunyi: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang
pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas
Daerah”. Perubahan mengenai penyerahan protokol Notaris kepada Notaris
pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis
Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD tidak dapat diterapkan karena
MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol-Notaris yang telah berusia 25
tahun lebih di kantor Majelis-Pengawas Daerah..Hal.ini menyebabkan protokol
Notaris tersebut tetap-disimpan-di kantor Notaris yang bersangkutan.

Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang
protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh MPD
atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya
lalah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa
jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari

sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris



yang telah pensiun sudah dialinkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab
atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun
tersebut. Di dalam prakteknya masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau
terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima
protokol Notaris. Hal ini dapat menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat
yang membutuhkan keterangan atau membutuhkan salinan dari minuta akta yang
telah dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian.®

Dalam hal ini ahli-waris memiliki peranan dan tanggungjawab tetapi tidak
ada konsekuensi ataupun sanksi yang dapat diberikan kepada ahli waris Notaris
apabila terjadi keterlambatan dan ataupun kelalaian dalam penyerahan Protokol
Notaris, karena sifat dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib
menjunjung tinggi kode etik seorang Notaris yaitu menjaga kerahasiaan akta yang
dibuatnya kepada siapapun juga termasuk istri, keluarga, maupun pihak lain yang
tidak terkait dalam akta yang dibuatnya tersebut. Dengan tidak adanya sanksi bagi
ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja
melalaikan atau tidak menyerahkan, maka sangat.diperlukan sikap yang proaktif
bagi MPD Notaris, karena Dalam UUJN tidak-adanya aturan yang mengatur
tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera
menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut
diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau Notaris lain, dengan tujuan apabila

masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal

® Yofi Permana. R, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan
Prakteknya di Provinsi Sumater Barat, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 5 No 1, 2019, (Padang:
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), hal. 12

10 1bid, hal 12.



dunia tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada kenyataannya penyerahan
Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh
undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian,
agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban
menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh
lima) tahun. Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar
kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, ‘surat-surat, maupun
dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada
MPD di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan-dan Khusus mengenai wasiat
dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.*?

Kewewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif yang
memerlukan Kkeputusan rapat MPD di atur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
PERMENKUMHAM RI-No:40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata
Cara Pengangkatan-Anggota, Pemberhentian-Anggota, Dan Tata Kerja Majelis
Pengawas. Majelis Pengawas Notaris Sebagai  satu-satunya instansi yang
berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan menjatuhkan
sanksi terhadap Notaris, secara umum pengawasan dalam hal ini merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengawas dalam melihat,

memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik, dan menjaga serta memberikan

1 Ibid.

2 Mohamat Riza Kuswanto, Hari Purwadi, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk
Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2, 2017,
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2107), hal. 63



pengarahan terhadap Notaris.** Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati
dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku,
serta bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat
jabatan seorang Notaris. Majelis pengawas dalam UUJN Perubahan diatur dalam
pasal-pasal sebagai berikut: Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN
2014 : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.*

Peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris
dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang
dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan
pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur
tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab. IX Pasal 67 sampai dengan
pasal 80 UUJN 2004.

Sebelum berlakunya - UUJN 2004-tentang-pengawasan, pemeriksaan, dan
penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan-oleh badan peradilan yang ada pada
waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de
Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stb. 1847 No.23), Pasal 96
Reglement  Buitengewesten, Pasal 3  Ordonantie  Buitengerechtelijke

Verrichtingen-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 UUJN.

13 Ria Trisnomurti, | Gusti Bagus Suryawan, Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam
Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, Jurnal
Notariil Vol. 1l No 2, 2017, (Hasanuddin: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), hal.
127-140

14 Yofi Permana. Op.cit, hal 13



Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Likungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan
Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/V11/1987 tentang Tata Cara Penindakan dan
Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.*

Dari uraian tersebut di atas, saya selaku penulis menemukan urgensi dan
pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum yang selanjutnya
disebut sebagai (Das sollen) dan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
yang selanjutnya disebut sebagai (Das sein). Jarak antara Das Sollen dengan Das
Sein tersebut kerapkali berwujud ketimpangan, ketidakseimbangan ataupun
kesenjangan yang terjadi.’® Apabila tidak segera dilakukan pengaturan terkait
kelalaian ahli" waris Notaris dalam penyerahan protokol Notaris yang aman dan
tepat tentu akta tersebut dapat berpotensi-mengalami kerusakan atau hilang, dan
apabila terjadi, maka hal ini akan menyulitkan Notaris, sekaligus juga akan sangat
merugikan masyarakat. Hal ini juga MPD harus menunjuk Notaris lain untuk
penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris
merupakan asip Negara. oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tesis ini

berjudul “Akibat Hukum Kelalaian Ahli Waris Notaris Tidak Menyerahkan

15 Ruslan, Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan
Notaris, Jurnal IImu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, 2013, (Tadulako: Fakultas Hukum
Universitas Tadulako, 2013), hal. 3

%Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988), him. 38.
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Protokol Yang Telah Memasuki Usia 25 Tahun Atau Lebih Kepada Majelis

Pengawas Daerah (MPD)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatars, maka dapat

dirumuskan dua permsasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum Kkelalaian jika ahli waris Notaris tidak
menyerahkan protokol yang telah memasuki usia 25 tahun kepada Majelis
Pengawas Daerah ?

2. Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol
Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini
adalah:

1. Mendapatkan gambaran yang utuh tentang akibat hukum kelalaian jika
ahli waris Notaris-tidak menyerahkan:protokol yang telah memasuki
usia 25 tahun-kepada Majelis-Pengawas Daerah Notaris yang di tinjau
dari pasal 63 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Mengetahui dan  menganalisa sejauh mana kewenangan Majelis
Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun

atau lebih.
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1.4  Manfaat Penelitian
Dalam suatu Penelitian suatu masalah yang dilakukan, maka tentu
diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang tertarik dan
berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, diantaranya adalah :
1.4.1. Manfaat Akademik
Tesis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kelalaian ahli waris
Notaris tidak menyerahkan protokol yang telah memasuki usia 25 tahun
atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan Majelis
Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun
atau lebih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.
1.4.2. Manfaat Praktis
Tesis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan sumbangan
pengetahuan bagi masyarakat, umum, bagi mahasiswa, praktisi hukum
khususnya Notaris,—maupun-pemerintah _Daerah/Kota, serta Majelis
Pengawas Daerah  Notaris dan kalangan umum yang mememiliki
ketertarikan terhadap isu hukum yang berkaitan dengan kelalaian ahli
waris Notaris tidak menyerahkan salinan protokol yang telah memasuki
usia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah dan
kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang

telah berusia 25 tahun atau lebih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris.

15 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, disusun sebagai suatu rangkaian yang

sistematis, dimana setiap bagian-bagiannya mempunyai erat antara satu sama lain.

Dengan demikian penulis akan memberikan gambaran secara garis besar tentang

apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap BAB, dengan sistematika penulisan

yang terdapat 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I :

BAB I1 :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas bagian Pendahuluan yang
berisikan Das Sollen'dan Dan Sein atas masalah yang
akan diteliti, serta informasi yang bersifat umum dan
menyeluruh. Pendahuluan penelitian ini memiliki sub-sub
BAB ‘seperti: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka akan membahas Landasan Teori,
yang terdiri dari berbagai macam materi kepustakaan dan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan
tesis ini, diantaranya adalah tinjauan umum mengenai
Profesi Notaris, akta Notaris sebagai akta autentik,

kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Kewenangan
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BAB 111 :

BAB IV :

BAB V:

Notaris, Pengawas Profesi Notaris, Protokol Notaris, dan
lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini membahas bagian Metode
Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini
yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan
penelitian, analisis _penelitian, serta hambatan dan
penanggulangannya.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisa pokok permasalahan yang ada,
dengan menghubungkan antara teori dengan deskripsi objek
penelitiannya serta memberikan jawaban atas pertanyaan
yang disebutkan dalam rumusan masalah.

PENUTUP

Bab ini membahas berupa-Penutup Penelitian yang
terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang praktis sebagai
jawaban atas —rumusan- masalah yang diangkat pada

penelitian ini.

14



	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1. Manfaat Akademik
	1.4.2. Manfaat Praktis

	1.5 Sistematika Penulisan


